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ABSTRAKSI 

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA 
DI DAL~\1 PROSES PEI\<IERIKSAAN TERDAh.rw A TJJ~DAK PIDANA 

(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan) 

OLEH 

ANDREAS DTh1POS PASARIBU 
NIM : 06 840 0052 

BIDANG HUKUM PIDANA ·-
'• 

Keberadaan rumah tahanan nagara ini sangat penting artinya dalam suatu 
proses acara pidana, dimana salah satunya adalah adalah agar pelf3ksanaan 
penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah 
tahanan negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara 
kepada seecrang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan 
kepadanya , apakah ia dibebaskan ata~ diminta pertanggung jawabannya. 

Perrnasaiahan yang diajukan Liaiarn pembahasan skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana sebenarnya peranan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara 

di dala~ proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana? 
2. Bagaimana upaya-upaya rumah tahanan negara di dalam mernberikan 

pelayanan kepada terdakwa? 
Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 

kepustakaan dan penelitian lapangan pada Tanung Gusta Medan. 
Hasil penelitian menjelaskan rumah tahanan negara adalah suatu tempat 

bagi orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, dan juga 
tempat bagi terpidana penjara dengan masa pidana tertentu . Sedangkan fungsi dari 
rumah tahanan negara itu sendiri adalah tempat untuk kepentingan penyidikan , 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara 
sebagai suatu tempat penahanan memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang secara 
teratur dibuat di da!am petunjuk tehnis Rumah Tahanan Negara tersebut. Sehingga 
dari pelaksanaan tugas-tugas tersebut Rumah Tahanan Negara memiliki hak 
tersamar dari para tahanannya yaitu tahanan harus mematuhi segala peraturan 
yang dibuat dan diberlakukan di dalamnya. Keberadaan Rumah Tahanan Negara 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara pidana adalah Rumah 
Tahanan Negara menempatkan diri di dalam suatu sistem ketentuan Hukum Acara 
Pidana, dimana Rumah Tahanan Negara sangat mendukung terjadinya 
p emeriksaan untuk mencapai kepastian hukum. Permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi Rumah Tahanan Negara da!am segi prinsipnya hanya pada hal pokck 
tentang sarana dan fasilitas yang dipergunakan di dalam menjalankan tugas
tugasnya. Sedangkan permasa!ahan !ainnya adalah dalam bentuk mc:najeri8! 
seperti kepemimpinan , struktur organisasi dan juga pengelolaan manajemen . 
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BASI 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sebaga!mana yang 

terlihat pada penjelasan UUD 1945 yang menegaskan "Negara Indonesia 

berdasar atas hukum (rechts staat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

. 
(machts staat)", hal ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di 

Indonesia harus didasarkan kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. 

Fungsi dan kedudukan hukum yang demikian adalah sar,gat penting untuk 

diperhatikan dalam pelaksanaannya agar hukum itu merniiiki wibawa dalam 

aktifitas kenegaraan dan kemasyarakatan . 

Hukum sebagai salah satu institusi vital yang harus dimiliki oleh suatu 

negara. Hukum merupakan seperangkatan peraturan, baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat agar dapat 

teratur dan tentram serta bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum akan 

dikenai sanksi sesuai dengan perbuatannya. Oengan demikian terlihat bahwa 

unsur esensial dari hukum adalah : 

1. Seperangkatan norma yang hendak mengatur tata tertib dalam masyarakat. 

2. Memiliki sanksi hukum 

Selaras dengan fungsi hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban 

kepada m~syarakat , juga dapat terlihat hukum adakalanya dipergunakan oleh 

penguasa sebagai alatnya untuk mempertahankan kekuasaannya. 
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Oleh karena itu tidak jarang te~adi keluhan dari warga negara terhadap 

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan pemerintah terhadap kebebasannya 

untuk dap3t bertindak. 

Sa!ah satu fungs! hukum itu adalah memberikan akibat terhadap pelaku

pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Karena penulis adalah mahasiswa jurusan 

hukum pidana maka pada kajian ini seterusnya akan diuraikan pembahasan dari 

kaidah-kaidah hukum pidana. 

Seseorang yang menjadi terdakwa di dalam suatu proses perkara pidana 
• 
maka sebelum perkara tersebut disidangkan atau di dalam masa persidangan 

maka terdakwa tersebut berada di dalam rumah tahanan negara. 

Keberadaan rumah tahanan negara ini sangat penting artinya da!am suatu 

proses acara pidana, dimana salah satunya adalah adalah agar pelaksanaan 

penyidikan dan proses pemeriksaan terdakwa menjadi lancar jalannya. Rumah 

tahanan negara juga berfungsi untuk memberikan status tahanan sementara 

kepada seeorang terdakwa pelaku perbuatan pidana sehingga jatuhnya putusan 

kepadanya , apakah ia dibebaskan atau diminta pertanggung jawabannya. 

A. Pengertian Dan Penegasan Judul 

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, 

termasuk halnya dengan skripsi. 

Tanpa adany~ judul m~ka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu 

tidak dgpat dibuat dan dimengert< 

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul 
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maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti 

secara sepintas tentang isi pembahasan. 

Judul skripsi penulis . ini 8da!2h "SUATU TiNJAUAN TERHADAP 

PERANAN RUMAH T A HANAN NEGARA Dl DALAM PROSES PEMERlKSAAN 

TERDAKWA TINDAK PIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta 

Medan). " 

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada 

berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang 

dimaksud judul di atas, yaitu : 

Suatu ialah menyatakan benda yang kurang •e tu . 

Tinjauan ialah pandangan atau pendapat 2 

Terhadap adalah bagian dari suatu keadaan . keberpihakan. 

Peranan dapat juga diartikan sebagai suatu fungsi . 

Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara bagi seorang 

tersangka yang mengalami proses penyidikan dan pemeriksaan 3 

Di dalam proses pemeriksaan adalah menerangkan suatu keadaan yang 

dihubungkan dengan pelaksariaan pekerjaan pemeriksaan. 

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana 

dan ada cukup alasan untuk pemeriksaan di muka persidangan. 4 

1W .J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN . Balai Pustaka, 
Jakarta, 2004, hal. 668. 

21bid, hal. 2~8 . 
3Erni Widhayati , Hak-H2'" Tersangkaff erdakwc. .J i dalam KUHAP , Liberty , 

Yogyakarta, 1998, hal. 90. 
4J.C T Simorangkir, SH , Drs Rudy T Erwin, SH, JT. Prasetyo, SH , Kamus 

Hukum, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 178 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andreas Dimpos Pasaribu - Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Rumah Tahanan Negara ....



4 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menerangkan adanya perbuatan 

yang meianggar ketentuan Hukum Pidana . 

Dengan hal tersebut maka dapat dikataken ini bahwa pemtJatasan yang 

akar: diajukan dalam penelitian ini disekitar peranan yang diberikan rumah 

tahanan negara dalam suatu proses pemeriksaan seseorang terdakwa yang 

kepadanya telah didakwakan melakukan tindak pidana. 

B. Alasan Pemilihan Judul 
• 

Hak kemerdekaan dan keamanan diri seseorang harus dicegah menjadi 

tunri•_•k kepada penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang . Yang 

dim3ksud dengan kesewenang-wenangan adalah pencabutari hak kemerdekaan 

yang tidak didasarkan atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah 

ditetepkan oleh undang-undang. 

Menurut KUHAP syarat dasar untuk suatu penangkapan dan selanjutnya 

penahanan karena kejahatan adalah dugaan yang kuat mengenai suatu tindak 

pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup, untuk suatu pelanggaran, 

penangkapan itu hanya diizinkan apabila tersangka telah dipanggil secara sah dua 

kali beruturt-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah . 

Untuk pelaksanaan pemeriksaan suatu perkara yang dirasakan telah 

memiliki dasar bukti untuk dilakukan penangkapan maka proses berikutnya 

diadakan penahanan. Salah satu bentuk penahanan tersebut adalah penahanan 

yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara. 

Dalam hal keberadaan lembaga Rumah Tahanan Negara inilah kajian 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andreas Dimpos Pasaribu - Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Rumah Tahanan Negara ....



5 

yang akan dilakukan. 

Pembahasan akan sangat menarik apabila lebih jauh melihat perihal 

apakah fungsi dan J:)eranan Rumah Tahanan ini dibedakan dengan fungsi 

pendahu:uan sebelum te:"jadinya penahanan yaitu penangkapan. Atau dengan 

kata lain bahwa keberadaan seseorang terdakwa di dalam rumah tahanan negara 

terlepas dari keberadaan dan peranan Rumah Tahanan Negara. Dengan demikian 

apakah Rumah Tahanan Negara diberikan wewenang yang penuh untuk 

mengurusi si terdakwa saja adalah suatu pembahasan ya~g menarik untuk 
• 

dilakukan penelitian . 

Atau kajian la i nr~'? . Rumah Tahanan Negara juga berfungsi sebagai 

pemeriksa terdakwa yang d:tempatkan di tempatnya . 

Hal-hal di ataslah yang mendasari pembahasan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. 

C. Permasalahan 

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana sebenarnya peranan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara 

di dalam proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana? 

2. Bagaimana upaya-upaya rumah tahanan negara di dalam memberikan 

pelayanan kepada terdakwa? 

D. Hipotes8 

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara , dengan 
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lain perkataan bc.hwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara 

tentang suatu keadaan yang diteliti. 

" Hipotesa dapat d!artikan, merupakan jaw8ban sementara dari suatu pene!itian , 

maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu 

merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan ". 5 

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa 

penulis adalah 

1. · Peranan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara dalam proses 

pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana adalah agar proses spemeriksaan 

dapat berjalan dengan baik dan benar ju~~ memberikan perlindungan akan 

hak-hak si terdakwa yang telah dituduhkan :-nelakukan perbuatan pidana . 

2. Upaya-upaya rumah tahanan negara di dalam memberikan pelayanan kepada 

terdakwa memberikan hak-hak hidup kepado terdakwa. 

E. Tujuan Pembahasan 

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai ,. 

Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang 

bersangkutan. 

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk 

skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan 

penulis adalah : 

5Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, 
Diterbitkan Oleh Fak Hukum USU, 1990. Hal. 3. 

• 
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·) . untui< melengkapi persyaratan daiam memperoleh gelar sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan sfesifikasi Jurusan 

2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan seciikit ilmu bagi almamater 

penulis, Universitas Medan Area dalam peranan yang diberikan o!eh sebuah 

Rumah Tahanan Negara dalam proses pemeriksaan perkara pidana. 

3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi 

pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih dalam 

tentang keberadaan dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk iJaiknya suatu karya iimiah sehan.:snyalah didukung oleh data-data, 

demikian juga dengan !)enulisan skripsi ini penulis berusaha untuk m~mperoleh 

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi 1n1 

setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. 

Dalam memperoleh ataupun mengumpuikan data-data yang diperlukan 

untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu : 

1. Library Research (Studi Kepustakaan). 

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang 

berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbooks, buku saku, 

majalah-majaiah ilmiah, hasii-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber 

lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, 

bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam 
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kaitannya untuk kt:.sf:r.-,pu, r,aan skripsi penuiis ini juga dilengkapi dengan 

bahan perkuliahan. 

2. .Field Research (Stud! Laoengan). 

Field Research atau pene!itian lapangan adalah sebuah usc:sha untuk 

mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan 

yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara 

Tg. Gusta Medan. 

G. Sistematika Penulisan 

Daiam peiiulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan 

bab-bab terseiJut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini 

terdiri dari lima bab, adapun . tuju8n dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab 

adalah untuk mempermudah . telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum 

dalam skripsi ini. 

Bab I. PENDAHULUAN 

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan 

Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Pembahasan , Metode Pengumpulan Data serta Sistematika 

Penulisan. 

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA 

Yang dibahas da!am bab kedua ini adalah tentang : 

Pengertian Rumah Tahanan Negara, Peraturan Tentang Rumah 

Tahanan Negara, Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Kepada 
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Seorang Terdakwa serta Hak ue:HI Kt:'!Y <:~ji ba il Terdakwa Yang 

Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. 

Bab Ill. PEMERIKSAAN P~NDAHULUAN PERKARt.. PIDP.NA 

Yang dibahas da!am bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian 

Pemeriksaan, Jenis-Jenis Pemeriksaan, Pengertian Penahanan dan 

Alasan Penahanan, serta Penahanan dan Perpanjangan Penahanan. 

Bab IV. ANALISIS PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DEWASA INI. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Keberadaan Rumah Tahanan 

Negara Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksa serta Permasalahan

Perrnasalahan Yang Dihadc;pi Rumah Tahanan Negara Dalam 

Memberikan Peranan Pemeriksaan perkara Pidana di Kejaksaan dan 

Pengadilan serta Upaya-Upaya Rumgh Tah~nan Negara di dalam 

Memberikan Pelayanan Kepada Terdakwa. 

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran 

dari pembahasan terdahulu. 
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BAB II 

RUMAH TAHANAN NEGARA 

A. Pengertian dan Fungsi Rumah Tahafian Negara 

Perihal pengertian dan fungsi dari rumah tahanan negara jarang sekali 

ditemukan literatur yang membahasnya. Hal ini disebabkan bahwa di dalam 

pemeriksaan perkara pidana maka perihal tentang rumah tahanan negara (Rutan) 

ini sering kali berada di balik perihal penahanan seseorang yang disangkakan 

telah melakukan perbuatan pidana. Akibat dari yang demikian maka perihal 

tentang tempat penah~man ini jarang dibicarakan teta!)i yang sering dikemukakan 

adalah perihal penahanan itu sendiri. 

Pasal 22 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang jenis-jenis penahanan 

mengatakan : 

1. Jenis penahanan dapat berupa 
a. Penahanan rumah tahanan negara 
b. Penahanan rumah 
c. Penahanan Kota 

2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah 
kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan 
terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat 
menimoulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau penieriksaan 
di sidang pengadilan. 

Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau 
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tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau 

terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat (3) KUHAP). 

Apabi18 ditelaah antara penahanan rumah dengan pP,nahanan kota, 

dimana dalam penahanan rumah tersangka atau terdakwa tidak diperkenankan 

keluar dari rumah , sehingga pihak yang berwe:nang menahan wajib mengadakan 

pengawasan . Sedangkan pada penahanan kota, diwajibkan kepada tersangka 

atau terdakwa untuk melapor dirl (wajib lapor) kepada pihak yang menahan 

menurut waktu yang ditentukan dan tidak diperkenankan bepergian keluar kota. 

Di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis perawatan tahanan 

rumah tahanan negara dikatakan bahwa rumah tahanan negara (Rutan) ada:ah 

tempat : 

1. Orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang , 

2. Terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu). 6 

Dari pengertian yang diberikan oleh petunjuk tehnis tersebut di atas maka 

dapat dipahami suatu kenyataan bahwa pada dasarnya rumah tahanan itu adalah 

tempat untuk menahan seseorang yang disangkakan kepadanya telah melakukan 

perbuatan pidana, dan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan , penuntutan 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan atau seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah oleh hakim dalam suatu putusan tetap dengan putusan pidana penjara 

atau kurungan . 

6 Rd. Achmad Soemadipraja, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Alumni , 
Bandung, 2001 , hal 15. v" 
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Secara mendasar dari pengertian di atas dapat juga dipahami fungsi dari 

rumah tahanan negara (Rutan) ini yaitu sebagai suatu tempat bagi 

berlangsungnya prosss hukum per1yidikan . pemmtutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan. Sedang fungsi yang lain adalah sebagai tempat penjara atau 

kurungan. 

Rd. Achmad Soemadipraja mengatakan bahwa : 

. 
Menahan atau menangkap seseorang, merupakan tindakan dari penguasa 
yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam negara 
hukum, kebebasan bergerak merupakan hak azasi yang pokok bagi setiap 
warga.' negara tersebut. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum 
Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan 
suatu keharusan namun ada kalanya demi kepentingan dan dalam usaha 
menemukan kebenaran yang hakiki da ri peristiwa yang terjadi, kebebasan 
bergerak dari seorang individu pe r1 u d ibatC:si 7 

Dengan demikian hanya kepada penguasa (alat-alat perlengkapan negara) 

yang ditentukan dalam undang-undang sajalah yang dapat melakukan penahanan 

terhadap seseorang. Dan apabila penahanan itu harus dilakukan, dimana pihak 

yang berwenang harus senantiasa menjaga/melindungi hak-hak azasi dari pada si 

tersangka/terdakwa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Yamin , SH, yang 

mengatakan bahwa : 

Penangkapan atau penahanan ialah peristiwa yang luar biasa , sebab itulah 
tiap - tiap penangkapan dan penahanan harus tunduk kepada 
perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dalam negara hukum tidaklah 
boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan 
diri keadilan dan undang-undang. Peringatan ini sangat penting dan harus 
dipakai sebagai pedoman oleh petl!gas dari instansi manapun yang 
me"mpunyai we,Nen~ng untuk menangk;::l o dan menahan orang . 8 

7 Ibid, hal 78. 
8 Sutomo Surtiatmojo, Penangkapan dan Penahanan di Indonesia, Pradnya 

Paramita , Jakarta, 2001 , hal. 9. 
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Kalau dilihat HIR yang cukup lama berlaku menjadi pegangan para 

penegak hukum sebagai Hukum Acara Pidana Indonesia tidak dijumpai ketentuan-

ketentuan d! dalamnya yang memberi pengertiar1 tentang lembaga penahanan 

terse but. 

Lain halnya dalam KUHAP, yaitu pad a Bab I tentang ketentuan umum, 

Pasal1 butir 21 yang berbunyi : 
. 

" Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam 
hal serta menurut cara ,Yang diatur dalam undang-undang ini " . 

• 
Jadi kalau diperhatikan pengertian penahanan yang terdapat dalam pasal 

1 butir 21 tersebut di atas , maka dapatlah dibag i dalam tiga elemen 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudibyo Triatmojo , yaitu : 

a. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu . 

b. Dengan penetapan oleh penyidiklpenuntut umum dan hakim. 

c. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 9 

B. Peraturan Tentang Rumah Tahanan Negara 

Rumah tahanan negara selaku unit pelaksana teknis di bidang penahanan 

untuk kepentingan penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

sesuai dengan azas praduga tak bersalah , mengandung aspek perlindungan hak 

azasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Oleh 

9 Sudibyo Triatmojo , Pe!aksanc.c,,-; Penahanan dan kem ungkinan Yang Ada 
Dalam KUHAP, Bandung, 1999, hal. ~ 4 
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karenanya keberadaan Rumah Tahanan Negara sebagai salah satu tahap 

penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan. 

- - --
Sebagai 3uatu proses dalam beracara maka keberadaan Rumah Tahar.an 

Negara tidak d2pat dipisahkan dengan ketentuan dasar Hukum Acara Pidana 

yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Sedangkan perihal peraturan tentang Rumah Tahanan Negara ini dapat 

dilihat di dalam berbagai ketentuan yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hu~-~m Acara Pidana. 

2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi 

Departemen. 

3. Keputusan Manteri kehakiman No. M.05.PR.07 .1 0 Tahun 1984, tentang 

Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Kehakiman. 

4. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 2003, Tentang Tata 

Cara Penempatan , perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan . 

5. Keputusan Menteri kehakiman No. M.01 .PR.07.03 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 

6. Keputusan Menteri Kehakiman No. m04.PT.07 03 Tahun 1985 Tentang 

-- --

Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan. 

C. Hak dan Kewajiban Rumah Tahanan Negara Terhadap 5eorang Terdakw~ 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada Rumah Tahanan 
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Negara rnaka Rumah Tahanan diks!ola oleh personil-personil pegawai negeri 

yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Sebagai tempat penahanan bagi 

seorang terdakwa maupun sebagai tempat pidana bagi seseorang yang diputus 

pengadi!an bersa:ah rnaka Rutan d1kelola sedemikian rupa sesuai dengan 

fungsinya tersebut. 

Apabila kita membicarakan hak dan kewajiban Rumah Tahanan Negara 

kepada seorang terdakwa maka secara sekilas dapat dipahami bahwa hak 

daripada rumah tahanan negara atas seorang terdakwa adalah tidak a9a sama 
• 

sekali. Dalam pembahasan ini tidak dapat disebutkan bahwa terdakwa harus 

mematuhi peraturan-peraturan yan.~ terdapat di dalam sebuah rumah tahanan 

sebagai hak daripada rumah taha~a:i negara tersebut. Karena pada dasarnya 

pelaksanaan tugas-tugas dari persor;ii yang ditempatkan di dalam sebuah rumah 

tahanan negara adalah personil y::>ng melakukan kewajiban dan tugasnya 

sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan mengenai rumah tahanan 

negara. 

Diambil contoh dalam hal penempatan sel seorang terdakwa di dalam 

sebuah rumah tahanan negara, rumah tahanan negara bukanlah berhak 

menempatkan terdakwa dalam sel yang mana saja, tetapi rumah tahanan negara 

melakukan penempatan seorang terdakwa ke dalam sel karena memang 

seharusnya demikian. Jadi dengan demikian tidak ada hak yang diperoleh rumah 

tahanan negara dari seorang terdakwa. Tetapi hak tersebut dimungkinkan dapat 

terjadi secara tersamar antara hak dan peraturan yang berlaku. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andreas Dimpos Pasaribu - Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Rumah Tahanan Negara ....



] 6 

Run1ah tahanan neg2ra meminta para terdakwa t!:1tuk berdisiplin terhadap 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam sebuah rutan, secara imbal balik 

ketentuan tersebut merupakan kewajiban bagi para terdakwa tetapi bukan 

merupakan hak bagi rumah tahanan negara. Atau c!angan kata lain rumah 

tahanan tidak memiliki hak, dan kalaupun ada hak tersebut tersamar dengan 

peraturan yang diterapkan di dalam sebuah rutan . 

Dikatakan tersamar karena pada dasarnya apabila seorang terdakwa 

mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan di dalam rumah tahanan negara 

maka kepatuhan terdakwa tersebut dapat secara tersamar merupakan hak yang 

diterima rumah tahanan negara atas terdakwa , dan dap=~ juga merupakan suatu 

bentuk tunduknya terdakwa atas peraturan . Sehingga apubiia ia tidak tunduk pada 

peraturan yang diterapkan di dalam sebuah rumah tahanan negara maka rumah 

tahanan tetap memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti kstidak patuhan tersebut , 

bukan mengambil sikap sesuka hati , tetapi mengambil sikap berdasarkan 

ketentuan pengelolaan rumah tahanan negara. 

Dalam hal kewajiban rumah tahanan negara terhadap terdakwa di lakukan 

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perawatan tahanan yang meliputi : 

1. Penerimaan : 

a. Penerimaan tahanan baru diRutan wajib didasarkan pada surat-surat yang 

sah , 

b. Penerimaan tahanan baru di Rutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang 

sedang bertugas di pintu gerbang , 

c . Setelah anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan , segera 
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man;;;:~~i sural-.:.urat yang n-,elengkapinya dan mencocokkan dengan na~a 

dan jumlah tahanan yang tercantum dalam surat tersebut, 

d. Selanju!nva, anggotg regu jaga te:-sebut mengantar tahanan besert& surat

sur<3t, barang-barang bawaan dan pengawa!nye kepada Kepala regu ja;a, 

e. Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas 

surat-surat dan barang bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan 

yang bersangkutan. 

f. Dengan telah selesainya pencocokan, kemudian dilakukan penggeledahan 

terhadap setiap tahanan yang baru diterima. 

g. Dalam melakukan penggeledahan , wajib mengindahkan norma-nc'""r::a 

kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita harus dilak~kan 

oleh petugas wa~ita . 

h. Jika dalam penggeledahan diketemukan barang tertarang atau berbahc;ya 

maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

i. Apabila penggeledahan selesai , kepala regu jaga memerintahkan petugas 

untuk mengantar pengawal dan tahanan baru, beserta surat-surat dan 

barang-barang baik yang dibawa maupun hasil penggeledahan kepada 

petugas pendaftaran. 

2. Pendaftaran : 

a. Petugas pendafiaran meneli"ii kembali sah tidaknya surat 

perintah/penetapan penahanan dan mencocokkannya dengan tahanan 

yang bersangkutan . 
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b. Meneliti kembali barang-0a;·c;.-,g yar,g dibawa dan yang diperoleh dari 

penggeledahan. 

c. Mencatt=lt hal-hal yang pen!:nq dari sur=t perintah/per:etaoan penahanan 

dcm barang-barang bawaan serta barang-barang hasil penggeledahan. 

d. Mencatat identitas tahanan , mengambil cap sidik jari tahanan pada surat 

perintah/penetapan penahanan dan kartu doktiloskopi serta mengambil 

photo tahanan . 

e. Pemeriksaan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter atau 

para medis Rutan. 

f. Setelah pemeriksaa;; kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita 

acara penerimaan tahanan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala 

Rutan dan pengawalnya , kemudiar: mempersilahkan pengawal tersebut 

meninggalkan Rutan . 

g. Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perlengkapan Rutan. 

3. Penempatan : 

a. Tahanan baru ditempatkan di B!ok pengenalan lingkungan dan wajib 

mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian , 

b. Tahanan yang berpenyakit menular dan atau lain-lain penyakit berbahaya 

serta tahanan khusus harus ditempatkan secara terpisah . 

c. Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatan di Rutan . 

d. Dalam penempatan tahsnan '.vajin memperhatikan penggolongan mereka 

berdasarkan : 

1) Jenis kelamin 
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2) Umur 

3) Tingkat pemeriksaan 

4) Jenis perkara 

5) Kewarganegaraan negara. 

e. Untuk mengetahui data penghuni Blok, pada bagian data penghuni Blok, 

pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel 

papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur, 

tingkat pemeriksaan, tanggal habisnya masa penahanan (expirasi tahanan) 

dan lain-lain yang dianggap perlu . 

f . Pengenalan lingkungan dilakukan oleh ~;:;pala b!ok yang akan memberikan 

atau mengadakan : 

a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan , 

b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

c. Pengamatan dan penelitian. 

g. Masa pengenalan lingkungan paling lama 7 hari kerja. 

4. Keamanan dan tata tertib : 

Tanggung jawab keamanan dan ketertiban : 

a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban berada pada kepala Rutan . 

b. Apabila kepala Rutan tdak berada di tempat, wewenang Kepala Rutan 

berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat 

struktural yang ditunjuk. 

c. Oalam mewujudkan keamanan dan ketertiban , Kepala Rutan dibantu oleh 

Kepala Kesatuan pengamanan . 
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d. Setiap petugas Rutan wajib ikut serta memelihara keamanart da11 

ketertiban Rutan. 

e Dalam kead2an darurat setiap petugas Rutar'! wajib melaksana:,c:m 

per-gamanan dan penertiban Rutan. 

Tugas pokok keamanan dan ketertiban : 

a. Menjaga agar tidak terjadi pelarian tahanan dari dalam Rutan, 

. 
b. Memelihara , mengawasi dan menjaga agar kehidupan Tahanan berjalan 

aman dan tertib, 

c. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, 

d Memelihara , mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventall5 Rutan , 

e. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban. 

D. Hak-Hak Terdakwa Yang Diternpatkan Di Rumah Tahanan Negara 

Adapun hak-hak terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara 

adalah ; 

1. Kegiatan pengenalan lingkungan : 

Tahanan yang baru diterima, selama-lamanya dalam waktu 7 hari ke~a wajib 

mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan, pengamatan dan penelitian 

sebagai usaha pihak Rutan untuk : 

a. Memperkenalkan tahanan dengan : 

1) Keadaan lingkungan Rutan 

2) Peratu:-an-peraturan yang berlaku 

3) Kewajiban dan hak-haknya 
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4) Lain-lain hal yang wajib diketahui. 

b. Pengamatan dan penelitian untuk keperluan : 

1) Penemoatanny3 lebih lanjut sesuai dengan penggolongan dan 

kepentingan keamanannya. 

2) Kemungkinannya dalam mengikuti bimbingan kegiatan 

3) Lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan perawatan tahanan . 

2. Hubungan tahanan dengan pihak luar. 

• 
?etiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari : 

a. keluarga. Handai tolan , lembaga sosial dan lainnya, 

b Rohaniawan, 

c. Dokter pribadi 

d. Penasehathukum. 

Kunjungan keluarga dan handai tolan : 

a. Petugas keamanan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga, 

b. Meneliti surat ijin kunjungan dari instansi yang menahan dan mencatat di 

dalam daftar kunjungan , 

c. Memeriksa dan meneliti surat, makanan dan barang-barang yang dibawa 

oleh pengunjung untuk tahanan . 

Kunjungan Lembaga Sosial, Rohaniawan atau dokter pribadi : 

a. lembaga sosial , rohaniawan dan dokter pribadi dapat mengunjungi tahanan 

dengan menunjukkan surat ij in dari instansi yang menahan dan mencatat 

dalar.-1 ~c::aftar kunjungan. 

b. Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu bagi lembaga sosial dan 
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rohaniawan yang kunjungannya untuk kepentingan pendidikan/penyuluhan 

tahanan , cukup mendapat ijin dari Kepala Rutan. 

c. Kur.jungan dari Lembags Sosial , Rohaniawan atau Dokter pri badi harus 

mendapat pengawasan dari petugas keamanan agar dalam pertemuannya 

dengan tahanan tidak menyimpang dari tujuan kunjungan yang telah 

ditentukan dalam surat ijin kunjungan . 

. 
d. Oalam hal kunjungan rohaniawan agar diawasi untuk mencegah 

kemungkinan te,rjadinya pelanggaran hak azasi warga negara dalam 
• 

bidang agama , misalnya memaksakan agamanya kepada orang lain . 

e. Kunjungan dokter pribadi kepada tahanan selain mend a pat ijin dari instansi 

yang menahan juga harus sepengathuan dari dokter rutan, karena 

tanggung jawab atas kesehatan tahanan berada pada dokter Rutan . 

Kunjungan penasehat hukum. 

Petugas keamanan wajib melayani kunjungan penasehat hukum setelah 

menunjukkan surat ijin dari instansi yang menahan dan mencatatnya dalam 

daftar. 

3. Surat-menyurat. 

Setiap tahanan berhak menerima dan mengirim surat dari dan untuk 

penasehat hukum dan keluarganya. 

4. Perawatan kesejahateraan tahanan . 

Setiap tahanan sejak sah diterima di Rutan sampai saat dikeluarkan dari 

Rutan selalu diberikan peraw8i<:2n yang !ayak baik b"' rupa pemberian makan, 

minum, perlengkapan yang diperlukan dan pemeliharaan kesehatannya . 
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Perlengkapan : 

a. Tahanan memakai pakai sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan 

tidak mengganggu kear:.anan sertR menunjukkan kepatutan dan 

kesopanan. 

b. Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian , diberikan pakaian yang 

layak dari Rutan. 

. 
c. Setiap tahanan dibcrikan perlengkapan makan, minum dan perlengkapan 

tidur yang layak. 
' . 

Menu makanan : 

Jenis dan banyaknya bahan makana n serta menu makanan ditentukan sesuai 

ketentuan yang berlaku . 

Pemeliharaan kesehatan : 

a. Jika terdapat tahanan yang sakit, harus segera dibawa kebagian · 

kesehatan/rumah sakit atau balai pengobatan di dalam Rutan untuk 

diperiksa kesehatannya dan mendapatkan pengobatan. 

b. Perawatan kesehatan untuk tahanan Rutan , sedapat-dapatnya dilakukan 

oleh seorang dokter. 

c. Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras dapat dilakukan di 

Rumah Sakit di luar Rutan , setelah memperoleh ijin dari pihak yang 

menahan dan atas nasehat atau saran dari dokter Rutan setelah dokter 

yang bersangkutan melakukan oemeriksaan secara teliti dan jika perlu 

dengan bantuan per.elitian lb;.;oratorium pemerintan . 

d. Perawatan tahanan yang menderita sakit jiwa dilakukan di Rumah Sakit 
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Jiwa dan dilaksanakan atas nasehat dokter ~uia11 S6• [C:. seijin pihak yang 

me nahan. 

5. Bantuan Hukum 

Setiap tahanan berhak untuk memperoleh bcntuan hukum dari penasehat 

hukum, oleh karena itu kepadanya diberikan kesempatan untuk menghubungi 

penasehat hukumnya. Kepada tahanan juga diberikan penyuluhan hukum. 

Untuk keperluan penyuluhan hukum kepada Rutan dapat menjadikan kerja 

sama dengan instarrsi penegak hukum dan pemerintah setempat. Dalam 

upaya untuk rnemberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu 

disediakan : 

a. Alat tulis menulis 

b . Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yar.;; depat dilihat atau 

diawasi tetapi tidak dapat didengar oleh orang laln atau petugas. 

6. Penyuluhan Rohani 

Kegiatan penyuluhan rohani meliputi : 

a. Penyuluhan/pendidikan agama 

b. Penyuluhan/pendidikan umum. 

7. Penyuluhan jasmani. 

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan 

oleh raga , kesenian dan rekreasi di dalam Rutan sesuai dengan fasilitas yang 

tersedia , dengan tidak menutup kemungkinsn tahanan membawa sendiri 

peralatan yang diperlukan sepanjang tidak mengganggu keamanan dan 

ketertiban umum. 
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8. Perpustakaan 

Untuk mengisi waktu senggang/luang dan guna menyalurkan minat baca bagi 

tahanan perlu diselenggarakan perpu~takan. 
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BAB IIi 

PEMERIKSANAAN PENDAHULUAN PERKARA PIDANA 

A. Pengert!an P~meriksaan 

Penyelesaian suatu perkara apidana adalah meiupakan suatu proses 

yang berjalan terus-menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu 

perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. 

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara apidana agar dapat diselesaikan 

adalah: 

Penyidikan 

Penuntutan 

Mengadili 

Pelaksanaan putusan Hakim . 10 

Selanjutnya apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-

berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan 

pemeriksaan di tingkat pengadilan, dimana di tingkat pengadilan inilah segala 

pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah 

dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disiniiah Jaksa Penuntut 

Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa . 

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak dari tersangka 

juga harus tetap di!mdungi . Dimana dalam pemeriksaan tersangka di tingk:::;t 

10 Hari Sasongko, Teknik Membuat Surat Da.kwaan, Tinta Mas, Semarang, 
1999, hal. 1 
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pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan 

kepadanya . 

Pemeriksaar; suat•• perka:-3 pidana dapat kita ketahui dengan dua cara 

yaitu pemeriksaan pendahu!uan dan peperiksaan dalam ~rsidangan, dimana 

masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali 
. 

yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung ia diduga telah melakukan atau 

mencoba, melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, 
• 

2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri 

terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya 

karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran. 11 

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa 

pemeriksaan dapat dimaksudkan adalah merupakan suatu kegiatan untuk 

mendapatakan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi 

atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, 

sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam 

tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam suatu berita acara 

pemeriksaan. 

B. Jenis..Jenis Pemeriksaan 

~etelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka 

11 Tambah Sembiring, Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP, FH-USU, Tg. 
Balai Karimun, 2003, hal. 13. 
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selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang 

diajukan. 

Dalam Hukum Acara Pidana !ndonesia bahwa pemeriksaan sua'iu perkara 

pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Pemeriksaan perkara biasa, 
2. Pemeriksaan singkat, 
3. Pemeriksaan cepat. 12 

ad . 1. Pemeriksaan Perkara Biasa 
• 

Undang-Undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-

perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. 

ad. 2. Pemeriksaan singkat 

Pasal 203 KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan 

pemeriksaan sing kat yaitu : 

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan 
atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang 
menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan 
sifatnya sederhana. 

Yang paling menonjol dalam pemeriksaan singkat ini adalah : 

a. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari 

catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan 

12 Ibid, hal. 13. 
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kepadan~'c: dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu 

tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara 

sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan. 

b. Hakim d=pat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan, 

c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang, 

d. Hakim mernbuat surat yang memuat amar putusan tersebut. 13 

ad. 3. Pemeriksaan Cepat 
• 

Pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua (2) jenis 

yaitu : 

Pemeriksaan tindak pidana ringan, 

Pemeriks3an pelanggaran lalu lintas. 

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam 

ketentuan pasal205 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut: 

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah 
perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 
tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan 
ringan. 

Sedangkan mengenai pel:>nggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan 

pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa : 

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat iaiah perkara 
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan . Untuk 
perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara 
pemeriksaa'1 . 

13 Andi Hamzah, Po/fgantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Gll ai ia Indonesia, 
Jakarta, 2003, hal. 224. \/ 
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Da!am penye!esaiannya terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat 

untuk mewakilinya di sidang. 

Adapun yang dimaksuC:kan pelanggaran tertentu terhadap peraturan 

perundang-undangan d~lam hal ini d::-naksudkan adalah pelanggaran mengenai : 

Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi , membahayakan 

ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan 

kerusakan pada jalan . 

. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatk?n SIM, 
• 

STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut 

ketentuan peraturan perundang-~:ndangan lalu lintas jalan . 

Membiarkan atau memperkena~kan kendaraan bermotor di kemudian oleh 

orang yang tidak memiliki surat iz;n mengemudi (SIM) , 

Tidak memenuhi ketentuari perah..:ran perundang-undangan lalu lintas jalan 

tentang penomoran, penalaran dan lain-lain. 

Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalana tanpa dilengkapi sesuai 

dengan surat tanda kendaraan bermotor yang bersangkutan . 

Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu 

lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan. 

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan. 

Pelanggaran terhadap izin trayek. 

Dengan adanya beberapa penjeiasan tersebut di atas maka kita telah 

sama-sama mengetahui tentang jenis-jenis dari pemeriksaan suatu perkara 

pidana di pengadilan . 
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C. ?engertian Penahanan dan Alasan Penahanan 

1. Pengertian Penahanan 

Rd. Achmad Soemadipraja mengatakan bahwa : 

Menahan atau menangkap sa~eorang, rnerupakan ti.-.dakan dari penguasa 
yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam negara 
hukum, kebebasan bergerak merupakan hak azasi y2ng pokok bagi setiap 
warga negara tersebut. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum 
Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan 
suatu keharusan namun ada kalanya demi kepentingan dan dalam usaha 
menemukan kebenaran yang hakiki dari peristiwa yang terjadi, kebebasan 
bergerak dari seorang individu perlu dibatasi. 14 

· Dengan demikian hanya kepada penguasa (alat-aiat perlengkapan negara) 

yahg ditentukan dalam undang-undang saja!ah yang dapat melakukan penahanan 

terhadap seseorang . Dan apabila penahanan itu harus di le:~:ukan , dimana pihak 

yang berwenang harus senantiasa mG~jagaimelindungi hak-hak azasi dari pada si 

tersangka/terdakwa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Yamin yang mengatakan bahwa : 

Penangkapan atau penahanan ialah peristiwa yang luar biasa, sebab itulah 
tiap - tiap penangkapan dan penahanan harus tunduk kepada 
perlindungan hak kemerdekaan diri, keadilan dalam negara hukum tidaklah 
boleh diceraikan dari proses orde yang berdasarkan kepada kemerdekaan 
diri keadilan dan undang-undang. Perin9atan ini sangat penting dan harus 
dipakai sebagai pedoman oleh petugas dari instansi manapun yang 
mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan orang. 15 

Kalau dilihat HIR yang cukup lama berlaku menjadi pegangan para 

penegak hukum sebagai Hukum Acara Pidana Indonesia tidak dijumpai ketentuan-

14 Rd . .Achmad Soemadipraja, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana, Alumni, 
Bandun~5 2001 , hal. 15. 

c . · • ---- ~~ c . · n· · ~·m ~;o Penan-J..apan dan 9 e ... -h-n-- d' Jnd-nes,·- Pradnyct~ ~UlVIIIV VU I JOlt Vj 1 ~h I I IU::I /Q 01/ I \J I Cl, 

Paramita. Jakarta, 2001 , hal. 9. 
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ketentuan 01 da1amnya yang memben pengertian tentang lembaga penahar.an 

terse but. 

Lain f.alr,y~ da!f!iii KUHAP, yaitu p~da Bab I tentang ketentuan umum, 

Pasal1 but:r 21 yang berbunyi : 

" Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat terter:tu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ". 

Jadi kalau diperhatikan pengertian penahanan yang terdapat dalam pasal 

1 but!r 21 tersebut di atas, maka dapatlah dibagi dalam tiga elemen sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sudibyo Triatmojo, yaitu : 

a. Tersangka/terdakwa ditempatkan di suatu tempat tertentu . 
b. Dengan penetapan oleh penyidik/penuntut umurn dan hakim. 
c. Menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 16 

2. Alasan Penahanan 

Bila dilihat ketentuan dalam KUHAP, yaitu pasal 20 dan pasal 21 ayat ( 1) 

dan ayat (4), dimana pasal 20 yang terdiri dari (3) ayat mengatakan antara lain : 

a. Untuk kepentingan penyidikan , penyidik atau penyidik pembantu atas 
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang 
melakukan penahanan. 

b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan. 

c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidan~ pengadilan dengan 
penetapannya berwenang melakukan penahanan. 1 

16 ~rrrlihyn TriatmoJo. P!J!~ks<l:~tum Penahanan dan kemungkinan Yang Ada 
Dalam KUHAP, Bandung, 1999, hal. 14. L-

17 KUHAP, Aneka llmu, Semarang, 1999, hal. 15. 
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Walaupun wewenang i...Hiiui\ r,-,ena! .an itu diberikan oieh negaia kepada 

penyidik, penuntut umum atau hakim, tidaklah berarti terhadap semua orang 

penahanan da!'>at dilakukan, tetc:pi h:m~s!ah memenuhi ssbagaimana yang 

ditentukan pada Pasal21 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi : 

Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam 
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau 
menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 

Ayat (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka 
atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan 
maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam 
hal : 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun 

atau !ebih. · 
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 

(3), pasal 295, pasal 335 ayat (1), pasal 378, pasal 379 a, 
pasal 453, pasal 454, ;:::asal 455, pasal 459, pasal 480 dan 
pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 
dan 26 Rechtenordonantie (pelanggaran terhadap ordonansi 
bea dan cukai) terakhir diubah dengan Staatsblad Tahuri 
1941 No. 471), pasal1 , pasal2 dan pasal4 Undang-Undang 
Tindak Pidana lmigrasi (Undang-Undang No. 8) pasal 36 
ayat (7) , pasal 41 , pasal 42, pasa! 47 dan pasal 48 Undang
Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran 
Tahun 1976 No. 37 Tambahan Lembaran Negara No. 3086) . 
18 

Menurut A.T. Hamid dimana syarat atau alasan untuk menahan seseorang, 

sebagaimana bunyi pasal 21 ayat ( 1) tersebut di atas terdiri dari tiga elemen, 

yakni : 

a. Adanya dugaan keras bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana, 
b. Berdasarkan bukti yang cukup . 
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c. Bilamana dikhawatiri<an akan meiarikan diri , merusak, rnengni!2ngK.an barang 

bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 19 

Dengan demikian bukan berarti b2hwa pejabat yang di!:>Pri ~.o:ek· : as~ an o!sh 

undang-undang untuk melakukan penahanan dapat sesuka hatinya mengarahkan 

kewenangannya itu kepada setiap orang, tetapi pada dasarnya hanya dapat 

dilakukan kepada orang yang nyata-nyata berbuat sesuatu perbuatan pidana 
. 

seperti yang dirumuskan pasal 21 ayat (4) KUHAP, seperti yang penulis sebut di 

atas tadi . 

Apabila dilihat ketentuan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) 

KUHAP, dimana pasal 20 dan pasal21 ayat (1) memi::x::rikan kewenangan kepada 

penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menahan seseorang, sedangkan pada 

pasal 21 ayat (4) membatasi kewenangan pihak yang mena!:an unti..i~ menahan 

seseorang walaupun dalam perbuatannya itu telah diketemukan bukti yang cukup. 

Dapat diambil kesimpulan, hanya terhadap seorang yang melakukan tindak 

pidana dan dirumuskan pada ayat 4 dari pasa! 21 KUHAP tersebutlah penahanan 

dapat dilakukan dan apabila perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam ayat 4 

tersebut, maka si tersangka tidak dapat ditahan. 

Untuk mempermudah mengenai syarat-syarat pelaksanaan penahanan 

terhadap pasal-pasal KUHAP yang dipergunakan pihak yang berwenang, oleh 

Muljatno yang dibagi menjadi dua, diikuti pula oleh Sudibyo Triadmojo dalam 

bukunya " Pelaksanaan Penahanan dan kemungkir.c::n Yang Terjadi Dalam 

19 AT. Hamid , Praktek Peradilan perkara Pldana, CV. A-lkhsan , Surabaya, 
2001 , hal. 32 . 
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KUHAP ", dimana syarat tersebut adalah syarat objektif dati syarat suiJjektif. 

Adapun alasannya ialah : 

Karena kalau mengikuti pembagian tersebut , kita ak~n dapat melihat syarat
syarat maila yang se!alu perlu diperhatikan sehingga akan terhindar seja:.Jh 
mungkin pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia, demikian juga 
akan dapat melihat syarat-syarat yang mempunyai potensi untuk dapat 
disalah gunakan sehingga hak azasi seseorang sangat dirugikan. 20 

Adapun kedua syarat tersebut adalah : 

a. Syarat objektif yaitu : 
1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun 

atau lebih atau 
2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b 

KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. 
Pasal-pasal yang telah ditunjlik yang terdapat dalam : 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b) Ordonantie Bea Cukai (Sta·atsblad Tahun 1931 No. 471) . 
c) Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955 tentang lindak Pidana 

lmigrasi. 
d) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 

b. Syarat subjektif adalah : 
1) Untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan penuntutan, 

atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. 
2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri. 
3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau 

menghilangkan barang bukti . 
Syarat objektif tersebut di atas terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, 
sedangkan syarat subjektif terdapat dalam pasal 20 ayat (1), (2) dan ayat (3), 
pasal 21 ayat (1) KUHAP. 21 

Penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil 

kebebasan seseorang , maka tidak semua pejabat pemerintah maupun pejabat 

penegak hukum boleh melakukan penahanan, tetapi hanya pejabat-pejabat yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berhak untuk melakukan 

penahanan . 

20 Sudibyo Triatmojo, Op.Cit, hal. 25. 
21 Ibid, hal 32 
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Dengan demikian apab1ia seseorang atau beberapa orang seCflre 
/ 

bersama-sama me!akukan suatu tindak pidana maka penyidiklpenyidik pembantu, 

penuntl't umum atau hakim dapat melakukan penahanan. Kemudian ~erhadap 

tersangka/terdakwa diberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim 

serta mencatumkan identitas ala san penahanan perkara yang 

disangkakan/didakwakan serta tempat ia ditahan. Hal ini diatur dalam pasal 20 

dan 21 KUHAP. 

Menurut perumusan pasal tersebut di atas penahanan dapat dilakukan 

pada setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan maupun 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada pun yang berwenang menge!uarkan 

perintah penahanan lanjutan menurut Soesilo Yuwono ialah : 

1 . Untuk kepentingan penyidikan , oleh penyidik pembantu dan penyidik 
pembantu atas perintah penyidik. 

2 . Untuk kepentingan penuntutan , oleh penuntut umum. 
3. Untuk kepentingan pemeriksaan : 

a. Di sidang pengadilan, oleh hakim dengan penetapannya. 
b. Tingkat banding, oleh hakim pengadilan tinggi, 
c. Tingkat kasasi , oleh Hakim Mahkamah Agung . 22 

1. Penyidik dan Penyidik Pembantu 

Bab I KUHAP mengatur tentang ketentuan umum, dimana pasal 1 butir (1) 

memberikan pengertian dari penyidik yang berbunyi : 

" Penyidik adalah pejabat po!isi negara Republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang
undang untuk rr.eiakukan penyidikan ". 

22 Soesiio Yuwono, Penyeiesaikan perkara Pidana Sistem dan Frosedur, 
Alumni, Bandung, 2002, hal. 78. 
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Dari pengertian tersebut di atas terdapat dua pejabat penyidik, yang diatur 

dalam pasal 6 ayat ( 1 ), yaitu : 

a. Pejabat polisi negera Reoublik !ndones!a. 
b. Pejabat pegaw8: negeii sipil tertentu yang diberi wewanang khusus oieh 

undang-undang. 

Di samping penyidik yang disebut pasal6 ayat (1) sub a di atas, masih ada 

lagi penyidik pembantu dimana daerahnya yang terpencii atau tempat yang belum 
. 

ada petugas penyidik, seperti yang diatur pasal 10 KUHAP. Sedangkan penyidik 

pejabat pegawai ne~eri sipil , yang diatur dalam pasal6 ayat (1) sub b adalah : 
• 

petugas Bea Cukai, petugas kehutanan dan petugas imigrasi, dimana 
wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar 
hukum masing-masing , dan mereka in i di bawah koord inasi/pengawas 
penyidik POLRI. . 

Adapun fungsi utama dari penyidik adalah melalc•Jkan penyidikan 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir (2) yang bunyinya : 

" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka ". 23 

Di samping fungsi utama dari penyidik yaitu untuk melakukan penyidikan, 

penyidik masih mempunyai wewenang dan kewajiban lain sehubungan dengan 

23 KUHAP, Op.Cit, hal. 3 . 
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fungsinya sebagai penyidik. Adapun wewenang dari penyidik seperti diatur dalam 

pasal 7 KUHAP adalah : 

a. Menerima laporan atau pengeduan dari se~eorang tentar.g adanya tindak 
pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang . . 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi ahli. 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara: 
i. Mengadakan penghentian penyidikan. 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 24 

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka cleh penyidik selesai , kemudian 

perkara itu dilimpahkan kepada penuntut umum beserta alat bukti dan tf!rsangka 

sehingga tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih kepada 

penuntut umum, pasal110 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP. 

2. Penuntut Umum 

Salah satu dari pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah 

penuntut umum, sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: 

untuk kepentingan penuntutan , penuntut umum berwenang melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan ". 

Bila dilihat ketentuan pasal 20 ayat (2) tersebut di atas, penuntut umum 

hanya berwenang menahan tersar.gka pada tahap penun!utan , yaitu setelah 

24 'b.d '- I 10 ' 1 , rra . . 
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perkara terseb'...it dilimpahkan oleh penyidik beserta tersangka, barang bukti 

kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

perkara ter;;ebut dalam tempo 14 ha:-i atau sebelum itu ~elah rne!1ya!T!paikan 

ba:1wa penyidikan sudah lengkap. 

Dalam hal penuntut umum menilai bahwa tersangka perlu ditahan maka 

berdasarkan pasal 25 ayat (1) KUHAP penuntut umum berhak menahan 

tersangka selama 20 hari. Namun apabila pemeriksaan belum selesai , dapat 

diperpanjang selama 30 hari oleh ketua pengadilan n,egeri yang berwenang . 
• 

Kalau dilihat ketentuan dalam KUHAP , dimana akan dijumpai dua macam 

istilah menger.=i aparat kejaksaan ini . ya itu isti lah jaksa dan penuntut umum. 

Pasal ~ ayat (6) KUHAP mengatakan sebagai berikut : 

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk i.Jertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengad:!an yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 25 

Kemudian dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan 

penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ". Jadi 
pasal 13 KUHAP ini sama bunyinya dengan pasal 1 ayat (6) sub b di atas . 

Oleh karenanya menurut Riduan Syahrani, dimana pasal 1 ayat (6) dan 

pasal 13 KUHAP di atas mengandung makna bahwa : 

/ 

25 Riduan S1fhr~( Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, 
Bandung, 2003, hal. {V' .. , 
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Jaksa adalah aparatur kejaksaan . Jaksa yang sedang menangani 
pemeriksaan suatu perkara pidana dinamakan " penuntut umum ". Karenanya 
setiap penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi jaksa belum tentu penuntut 
umum. H8nya jaksa yang sedang menangani kasus pidanalah yang 
dinamakan penuntut umum. 2

fi 

O!eh karenaiiya jaksa dan p:::muntut umum adalah sama-sama aparatur 

kejaksaan , maka tugas kejaksaan adalah : 

Untuk bertindak sebagai penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan 

dan melaksanakan penetapan hakim. 

Melaksanakan putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai ke,kuatan 

hukum yang tetap. zr 

Sehubungan dengan tugas ::'enuntutan, penuntut umum berwenang 

melakukan penuntutan terhadap siap3;:;un yang didakwa melakukan suatu perkara 

ke pengadilan yang berwenang mengc;dili (Pasal 137 KUHAP). 

Dalam pasal 1 butir (7) KUHAP Memberikan penjelasan dari penuntutan 

yang mengatakan : 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara menurut yang diatur 
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 
o!eh hakim di sidang pengadilan . 

Namun sebelum berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri yang 

berwenang, terlebih dahulu penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah hasil 

penyidikan dari penyidik sudah lengkap atau belum. 

26 Ibid, hal. 20. 
27 Ibid, hal. 25. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andreas Dimpos Pasaribu - Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Rumah Tahanan Negara ....



41 

Jika berkas yang bersangkutan sudah lengkap penyidikannya terhadap 

tersangka, saksi ataupun saksi ahli ahli dan barang bukti, maka harus 

dipeihatikan lagi, apakah berkas perkara tersebl.it sudah memenuhi syarat 

untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadil~r. negeri. Tindakan penuntut 

umum dalam hal demikian diatur dalam pasal 138 dan pasa! 139 KUHAP. 

Jadi , dalam hal penuntut umum menerima pelimpahan perkara dari 

penyidik, menurut pasal 140 KUHAP ada dua kemungkinan yaitu : 

a. Jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasH penyidikan dapat dilakukan 

penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 

b. Jika penuntut umum berpendapat bahwa : 

1) Tidak !erdapat cukup bukti atau 

2) Peristiwa tersebl.i~ bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup 

demi hukum. 

3) Perkara ditutup demi hukum 

Apabila peristiwa tersebut yang disebut pada sub b di atas, maka penuntut 

umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam surat 

ketetapan. Kemudian apabila penuntut umum berpendapat seperti tersebut pada 

sub b di atas, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri 

dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat 

dakwaan. 

Adapun pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, 

terbagi dalam tiga cara yaitu : 

a. Dengan acara pemeriksaan biasa, 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Andreas Dimpos Pasaribu - Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Rumah Tahanan Negara ....



42 

;:.. . 0engan acaia pemeriksaar. singkat 

c . Dengan acara pemeriksaan cepat. .. 

ad. a. Dengan acara pemeriksaa:-: biasa 

Adapun yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa, dimana 

perkara-perkara yang menurut jaksa penuntut umum dinilai perkara tersebut agar 

sukar dan berat dalam pembuktiannya, misalnya perkara narkotika, korupsi dan 

lain-lain . 

Jadi, dalam acara pemeriksaan biasa, pengadilanlah yang menetapkan 

hari sidang yang pertama dengan surat penetapan he":i!n , dan untuk sidang 

selanjutnya, ketua sidang m~jelis memintakan kepada p3inmtut dan penasehat 

hu~:Jm untuk menentukan hari sidangnya. 

ad. b. Dengan acara pemeriksaan singkat 

Pelimpehan perkara dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara

perkara yang dinilai oleh penuntut urnum sangat sederhana dan sangat mudah 

pembuktiannya dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHAP. Adapun 

yang menentukan hari sidangnya adalah penuntut umum sekaligus waktu 

mengirimkan berkas perkara ke pengadilan bersama tersangka dan barang bukti. 

ad. c. Dengan acara pemeriksaan cepat 

Dengan acara pemeriksaan cepat ini , dimana perkara-perkara yang tidak 

lebih dari tiga bula ancaman hukumannya atau penghinaan ringan atau denda Rp. 
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7.500,-. Adapu1, aL.ala !)~ i-r, erl ksc.ar: cepat ini terbagi dua bagian , ya!tu : 

1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, 

2) Acara pemeriksaar. pe!an~garana lalu !lr.tas. 

Selanjutnya pasa! 14 KUHAP mengatur tentang wevven~ng penuntt.;t 

umum, antara lafn: 

1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidikan telah 

dimulai/dihentikan. 

2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi 

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik . 

3) Mernberikan perpanjangan penahanan, me!akukan penahanan atc:t.: 

penahanan lanjutan d~n atali mengubah status tahanen setelah perkaranyc; 

dilimpahkan oleh penyidik. 

4) Membuat surat dakWaan 

5) Melimpahkan peikara ke pengad!!an. 

6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 

waktu perkara di sidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang ditentukan . 

7) Melakukan penuntutan . 

8) Menutup perkarc: demi kepentingan hukum, 

9) Mengada~an tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang in i. 

1 0) Melaksanakan penetapan hakim. 
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3. Ha~im 

a. Hakim Pengadilan Negeri 

Kekuas~an kehak.iman di lr.dones:a di c!alam . Undang-Undang Dasar 1945 

diatur dalam pasal 24 dan pasa! 25 yang pelaksanaannya dituangkati dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

yang mana di dalam pasal 1 dinyatakan : Bahwa kekuasaan kehakiman, adalah 

kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan PAncasila. 

Adapun wewenang hakim . dalam melaksanakan penahanan menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahuli 1981 , yaitu pada pasal 20 ayat (3) yang berbunyi : 

Untuk kepentingan peme:iksaan hakim di sidang pengadilan dengan 
penetapannya berwenang r;;alakuk~n penahanan. 

Sedangkan pengertian dari hakim terdapat pada pasal 1 butir 8 yang 

mengatakan : 

" Hakim adalah pejabat peradilan . negara yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk mengadili ". Ada pun yang dimaksud dengan mengadili 
adalah " Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan atau 
memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak 
di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut 
undang-undang ini. 

Dari penjelasan kedua ayat dari pasal 1 tersebut di atas, berarti bahwa 

hakim dalam menja!ankan tugasnya diberi wewenang tetapi dibatasi oleh undang-

undang. Jadi di luar dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak 

boleh dilakukan oleh hakim. 

Dalam j·,oi perKoiCI yc:my uiiirnpahkan oieh penuntut umum ke pengadilan 
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negeri dengan peiTnintaan agar segaia mengadHinyi:l, i.Aill!d! ,a hakim d!tunjuk 

untuk segera mengadili segala perkara yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini untuk 

menjaga jangan sampai berlarut-larut suatu perkara tertahan ci peng~dilan . 

Kemudian setelah pengadilan negeri menerim~ surat pelimpahan perkara 

dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang 

pengadilan yang dipimpirinya {pasal 147 KUHAP). Selanjutnya apabila ditelaah 

bunyi pasal 84 ayat {2) KUHAP mengatakan : 

Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, 

berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili 

perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediailian sebagian besar saksi yang 

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadiian negeri itu dari pada tempat 

kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerannya tindak pidar..J itu dilakukan. 

Dengan demikian, pengadilan negeri tidak mutlak mengadili oerkara 

pidana yang te~adi di wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Martiman Prodjohamidjojo yang mengatakan : 

" KUHAP tidak mutlak dianut azas locus delictie seperti yang disebut dalam pasal 

84 ayat (1 ), pengadilan negeri berNenang mengadili segala perkara mengenai 

tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya ". 

Selanjutnya ketua pengadiian negeri menunjuk hakim yang akan 

menyidangkan perkara yang termasuk wewenang pengadi:an yang dipimpinnya 

{pasal 152 ayat (1) KUHAP). 

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) KUHAP , hakim pengadilan negeri berhak 

mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari guna 
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kepentingan perr.eriksaan. Dalam jangka waktu tiga pu!uh hari tersebui i1akim 

berdasarkan pasal 152 ayat (2) KUHAP menetapkan hari sidang dan 

memer!ntahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi t..;iltuk 

datang di sidang pGngadiian yang ditetapkan. Masa penahanan tiga puluh hari 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim dan 

bila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 

selama enam puluh hari (p~sal 26 ayat (2) KUHAP). 

Namun demikian, sebelum perkara atersebut dilimpahkan ke pengadilan , 

pihak tersangka, keluarga atau kuasanya dapata mengajukan gaugatan yang 

dapat merugikan tersangka ke pengadilan negeri. 

Adapun peranan hakim di bidang lain , dimana pihak penyidik dalam rangka 

melakukan tindakan penyidikana misalnya, penggeledahan rumah, penyitaan dan . 

pemeriksaan syarat harus mendapata izin dari ketua pengadilan negeri. 

b. Hakim Pengadilan Tinggi 

Adapun wewenang hakim pengadilan tinggi untuk menahan seorang 

terdakwa dapat dilakukan selama tiga puluh hari, kemudian dapat diperpanjang 

selama enam puluh hari oleh ketua pengadilan tinggi dalam hal kepentingan 

pemeriksaan yang belum selesai (pasat 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). 

Selama sembilan puluh hari tersebut, dimana hakim peligadilan tinggi 

sudah harus mer.yelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya, dan ~pabila 

belum diputus te ··,~akwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Tetapi 

apabila perkara banding telah diputus oleh pengadilan tinggi maka tujuh hari 
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sesudahnya, salinan putusa(l tersebut harus dikirim ke pengadiian yang 

bersangkutan, dan selanjutnya panitera memberitahukannya kepada terdakwa 

dan penuntut umurn . 

c. Hakim Mahkamah Agung 

Setelah hakim pengadilan tinggi menahan seseorang selanjutnya 

diteruskan kepada hakim mahkamah agung. Adapun wewenang untuk 

menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya 

permohonan kasasi , dan dalam waktu tiga hari semenjak menerima berkas 

perkara kasasi Mahkamah A.gung wajib mempelajari apakah terdakwa perlu tetap 

ditahan atau tidak, dan apabila terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empa! 

belas hari sejak penetapan penahanan wajib memeriksa perkara tersebut (pasal 

253 ayat (4) dan (5) KUHAP) . 

Jadi apabila wewenang menahan seseorang terdakwa telah beralih ke 

Mahkamah Agung , maka hakim Mahkamah Agung guna kepentingan 

pemeriksaan kasasi bervvenang menahan terdakwa paling lama lima puluh hari, 

tetapi dalam waktu lima puluh hari tersebut pemeriksaan belum selesai dapat 

meminta perpanjangan kepada ketua Mahkamah Agung paling lama enam puluh 

hari. Maka dalam waktu seratus sepuluh hari maka Hakim Mahkamah Agung 

sudah menyelesaikan perkara yang dimintakan kasasi, dan apabila dalam jangka 

waktu tersebut belum juga diputus, dimana terdakwa harus sudah dikeluarkan dari 

tahanar. r:!<?rni hukum (pasal 28 : , LJHAP). 
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0. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, dimana penyidik 

mempunyai wcwen81!Q unt~k rneiakukan penahanan selama dua puluh hari . 

Pada masa tersebut per.yidik melakukan beberapa tindakan yaitu : 

Memeriksa tersangka 

Memeriksa saksi-saksi 

Melakukan penggeledahan 

Mel~kukan penyitaan barang bukti . 
• 

Membuat resume berkas perkara. 

Di dalam me!akukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik 

selain memeriksa juga melakukan tindakan-tindakan berupa pengambilan sidik jari 

tersangka , memotret dan menanyakan kepada tersangka apakah akan didampingi 

penasehat hukum selama pemeriksaan berlangsung. Bila di dalam pemeriksaan 

ditemukan adanya saksi-saksi yang perlu diperiksa, maka penyidik akan 

memanggi1 saksi tersebut dengan surat panggilan untuk didengar keterangannya 

sehubungan dengan perkara pidana yang diketahui . 

Apabila proses penyidikan ini selesai dalam masa dua puluh hari, maka 

penyidik membuat resume berkas perkara untuk dilimpahkan ke penuntut umum 

guna diteliti tentang isi berkas yang diajukan tersebut. 

Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan dalam dua 

tahap : 

1 . T a hap pertama nanya menyerahkan Derkas perkara 

2. Tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai , penyidik 
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menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti . 

Sikap penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan pada tahap 

pertama adalah : 

Segera mempeiajari dan meneliii berl<as tersebut, 

Dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil 

penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 
. 

Apabila hasil penyidikan sudah lengkap maka penuntut umum menerima 

penyerahan t~hap kedua yaitu menerima tanggung jawab atas tersangka dan 
• 

barang bukti baik dalam hal penahanan tersangka maupun pengurusan barang 

bukti. 

Dalam hal perkara belum dapat diterima oleh penuntut umum maka berkas 

perkara tersebut segera dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang 

hal apa yang harus dilakukan untuk melengkapi berkas tersebut. Jangka waktu 

pengembalian berkas dari penyidik kepada penuntut umum adalah selama empat 

belas hari. 

Jika pengiriman berkas perkara pada tahap pertama yang dilakukan oleh 

penyidik dan tersangka sudah ditahan selama lima belas hari maka penyidik wajib 

meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk tahap yang 

kedua, yaitu selama empat puluh hari. Hal ini harus dilakukan agar selama masa 

penelitian oleh penuntut umum atas berkas yang dikirim, yang memakan waktu 

selama tujuh hari dapat dilalui dan tersangka tetap berada dalam tahanan . Sebab 

masa penahanan seit:::iai·J berkas dikirim para dua puluh hari tersebut telah 

dilewati tanpa adanya perpanjangan penahanan dari penuntut umum sedangkan 
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berkas perkara belum diterima oleh penuntut umum atau masih dalam tahap 

penelitian maka tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

Masa perpanjangan per.ahanan yang d!perkenankan untuk penyidik adalah 

empat puluh hari. Dan masa perpanjangan tersgbut dapat diberikan setelah ada 

permintaan perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum 

dengan menyebutkan identitas tersangka , alasan penahanan, uraian singkat 

perkara serta alasan untuk memperpanjang penahanan tersebut. Dalam masa 

perpanjangan penahanan inilah penyidik menyempurnakan berkas perkara yang , 
• 

akan dikirim kepada penuntut umum. Di samping itu penyidik juga 

mempergunakan waktu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

tersangka yang belum selesai karena beberapa hal, seperti barang bukti belum 

dapat diperoleh, saksi-saksi yang belum dapat dipanggil karena tempatnya 

berjauhan dengan kantor kepolisian setempat dan lain-lain. 

Sehubungan dengan itu, maka dalam waktu empat puluh hari tersebut 

seluruh berkas perkara harus sudah selesai dan dikirimkan kepada penuntut 

umum beserta barang bukti serta tersangkanya . Karena dalam waktu tersebut 

telah dilewati dan berkas perkara belum dikirimkan oleh penyidik, maka penyidik 

harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Bila berkas perkara 

berikut barang bukti dan tersangkanya telah dikirim kepada penuntut umum dan 

menyatakan telah lengkap, maka tanggung jawab telah beralih dari penyidik 

kepada penuntut umum. 

Dalam hal melakukan fJenahanan , per.untut umum diperkenankan 

melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari. Jangka waktu 
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tersebut dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan 

melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan. 

Pil1ak penuntut umum di da!am melakukan penahAnan te;hedap tersangka 

menernpatkannya di rumah tahanan negara. Jadi saat diterimar;ya berkas peikara 

dari penyidik beserta barang bukti dan kemudian tersangka dlserahkan ke rumah 

tahanan negara yang penyerahannya dilakukan oleh penuntut umum, disertai 

dengan surat perintah penahanan lanjutan untuk masa dua puluh hari . Namun 

adakalanya berkas perkara dan barang ,bukti saja yang langsung diserahkan 
• 

kepada penuntut umum, sedangkan tersangka sebelumnya sudah ditahan dalam 

rumah tahanan negara. 

8ila masa penahanan dua apuluh hari tersebut penuntut umum belum 

menyera.hkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan . maka penuntut 

umum harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dapat memberikan perpanjangan penahanan selama tiga puluh hari. Dalam hal ini 

Kepala Rumah Tahanan Negara wajib memberitahu penuntut umum, bila masa 

penahanan tersangka akan habis, minimal sepuluh hari sebelum masa penahanan 

tersebut habis. Hal ini adalah untuk mengingatkan penuntut umum yang 

melakukan penahanan tersebut. Oleh karena masa dua puluh hari tersebut telah 

dilewati tanpa ada surat perpanjangan penahanan dari ketua pengadi!an negeri 

yang bersangkutan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

Bila perpanjangan penahanan dipenuhi o!eh ketua pt:;ngadil2n negeri , 

maka masa tersebut digunakan oleh penuntut un1u1n untu:<. menyempurr·akan 

surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena di dalam membuat 
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surat dakwaan yang akan d'impahkan ke pengadilan negeri , penuntut umum harus 

secara teliti dan cermat menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang tindak 

pidana yang didakwakan terhadap tersangka, sebab bila isi dakw2an tidak 

di!akukan secora cermat, jelas dan lengkap maka dakwaan akan batal demi 

hukum. 
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BABIV 

ANALISIS PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA DEWASA INI 

A. Keberadaan Rumah Ta~ana11 Negara !:>alam Hubungannya Dengan 

Pemeriksa 

Sebagaimana dikatakan terdahulu bahwa pada dasarnya fungsi Rumah 

Tahanan Negara itu adalah tempat bagi orang-orang yang ditahan secara sah 

oleh pihak yang berwenang dan juga sebagai tempat bagi terpidana penjara 

dengan masa pidana tertentu . Sesuai dengan ha! tersebut maka penempatan 

tahanan tersebut dimaksudkan sebagai tempe! untuk kepentingan penyidikan . 

penuntutan dan perneriksaan di sidang pengadi!3;-; . 

Sehingga dengan hal tersebut maka keberadaan Rumah Tahanan Negara adalah 

sebagai suatu proses di dalam hukum acara pida:1a. 

Apabila kita hubungkan dengan peme!iksaan yang dijalankan maka 

Rumah Tahanan negara berfungsi sebagai sarana pendukung dalam suatu proses 

pemeriksaan itu sendiri . 

Sebelum masuk pada pembahasan tentang judul sub bab di atas ada 

baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang kepentingan-kepentingan di dalam 

proses pemeriksaan, sehingga dari kepentingan-kepentingan tersebut dapat 

dipahami keberadaan rumah tahanan negara dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan . 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang

Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 kita telah 

• 
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bcl·us~ ; -, c:. untuk menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang 

semestinya dan ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi 

~anL'sia . 

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ada 3 (tiga) !~apentingan yang 

harus diperhatikan dan harus mendapat jaminan sepenuhnya yaitu : 

1. Kepentingan negara atau pemerintah termasuk alat-alat perlengkapannya. 

Kepentingan ini undang-undang telah mengaturnya secara jelas, misalnya 

bahwa negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang 

membahayakan keselamatannya baik dari siapapun datangnya. 

2 _ Kepentingan masyarakat. 

Kepentingan masyarakat harus!ah terjamin keselamatan · dan keamanannya 

dari t;e;bagai tindak-tindak pidana y2ng ada di tengah-tengah masyarakat. 

Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari segala ancamana-ancaman 

tindak pidana. 

3. Kepentingan or2ng yang dituntut atau dituduh. 

Kepentingan orang yang dituduh sudah sepantasnya sebelum dinyatakan 

bersalah oleh hakim dari hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut. Ia tetap 

dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap, 

sebagaimana azas yang dianut oleh KUHAP yaitu azas praduga tak bersalah , 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo 

Pasal 66 KUHAP. 

Dengan adanya jaminan hak dari tersangka tersebut dalam suatu perkara 

pidana, maka di setiap tingkat pemeriksaan haruslah mempergunakan sistem 
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pemeiiksaar. yang dicmu~ oi.;;:-, u ;·,.:ic:iil g-undang daiam hal ini adaiah KUHAP. 

Mengenai sistem pemeriksaan ini dapat kita kenai dengan dua (2) sistem 

pemeriksaan yaitu : 

1. Sistem Accusatoir 

Sistem ini menganggap bahwa seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek 

yang berhadapan dengan pihak lain yang berhadapan dengan pihak yang 

memeriksa yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa sehingga kedua 

belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya dan hakim 

berada di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara antara 

mereka menurt.:t peraturan hukum yang berlaku. 

Sistem inilal. yang dipergunakan untuk mengadakan pemeriksaan di tingkat 

pengadilan tinggi. 

2. Sistem lnquisatoir. 

Dalam pemeriksaan ini tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus 

diperiksa ujudnya yang berhubungan dengan suatu tuduhan/persangkaan . 

Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi . 

Oleh karena sudah ada suatu persangkaan yang sedikit banyak telah diyakini 

kebenarannya melalui sumbers-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka 

pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada 

tersangka supaya mengakui saja kesalahannya. 

Dalam sistem ini yang dianut oleh KUHAP maka adapun sistem yang 

dipergunakan adalah sistem accusatoir di tingkat Pengadilan dan sistem 

inquisatoir yang diperlunak di tingkat penyidikan. Yang diperlunak maksudnya 
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dalam r;al inl adalah bah'-ftla di saai diauak2n pemeriksaan terhadap tersangka 

di tingkat penyidikan dapat dihadiri oleh keluarganya/penasehat hukumnya. 

Dengan adany8 sistem ini dapat kita lihet sebagaimana kete;;tuan dari pasal 

115 KUHAP yang menyatakan : 

(1) : Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 

penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara 

melihat serta mendengar pemeriksaan . 

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum 

dapat hadir dengan cara r:nelihat tetapi tidak dapat mendengar 

pemeriksaan terhadap tersangka. 

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui sistem apakah yang 

dipergunakan dalam pemeriksaan suatu per~ara pidana di setiap tingkat 

pemeriksaan. 

Kembali kepada pembahasan tentang judul yang diajukan dalam sub bab 

ini maka pada dasarnya keberadaan Rumah Tahanan Negara tersebut berfungsi 

ke arah pemeriksaan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan di atas. 

Kepentingan tahanan yaitu terdakwa di dalam suatu perkara pidana 

menjadi terlindungi sebagaimana dimaksudkan di dalam Hukum Acara Pidana 

yang menganut prinsip perlindungan hak azasi manusia , dimana di dalam rumah 

tahanan negara ini meskipun seorang tahanan yang ditempatkan di dalamnya 

dalam proses pemeriksaan tetap diberikan hak-haknya terutama dalam hal 

pemberian bantuan hukum, hak untuk hidup dan meneruskan kehidupan dan juga 

bimbingan rohani dan jasmani. 
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Keberadaan Rumah Tahanan Negara dalem hubungairnya cier1gan proses 

pemeriksaan ini juga sangat membantu pihak penyidik. Penempatan tahanan di 

Rutan merupakan suatu bentuk penga111anan terlepas dari tugas-tt1gas penyidik, 

sehingga penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan fungsinya 

secara penuh , tanpa harus mengurus kepentingan-kepentingan terhadap tahanan, 

karena kepentingan-kepentingan tersebut te!ah diurus oleh Rumah Tahanan 

Negara. 

Terdakwa atau tertuduh yang selanjutnya disebut tahanan pada dasarnya 

adalah seseorang yang didak'...vakan telah melakukan perbuatan pidana, dimana 

apabi la dibebaskan berada di dalam tengah-tengah masyarakat sebelum ia 

terbukti bersalah atau tidak bersalah adalah mewpakan suatu konsekuensi yang 

membahayakan keberadaan masyarakat. 

Maka kepentingan yang sedemikian juga sangat mendukung tugas-tugas 

dari Rumah Tahanan Negara dalam melakukan fungsinya sehingga proses suatu 

perkara pidana dapat dilakukan secara baik dan benar tanpa harus 

membahayakan masyarakat. 

Tetapi di dalam menjalankan proses pemeriksaan itu sendiri pihak Rumah 

Tahanan Negara sendiri tidak terlibat, Rumah Tahanan Negara hanya bersifat 

mendukung proses pemeriksaan itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pemeriksaan adalah : 

1erdakwa 

Terdakwa menurut pasal 1 butir 15 adalah seorang tersangka yang 
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dituntut, diperiksa dan diad:li di sidang pengadilan. 

Sesuai dengan sistem accusatoir yang dipergunakan di tingkat 

rengadilan , m3ka dalom hai mengadakan pemP.riksaan terhadap terd3kwa 

haruslah dipandanag sebagai suatu subjek, dimana segala hak-hak y;mg dimiliki 

oleh terdakwa akan diberikan sepenuhnya. 

Penasehat Hukum 

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana penasehat hukum mempunyai 

kedudukan sebagai pendamping terdakwa dipersidangan, atau dengan . kata lain 

penasehat hukum berada pada posisi untuk membela kepentingaii dari terdakwa. 

Jaksa Penuntut Umum 

Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai wakil dari negara untuk 

menuntut terdakwa dalam suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum akan 

memberikan penilaian yang objektif dalam suatu perkara. Dan dalam pemeriksaan 

suatu perkara pidana Jaksa akan dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 

KUHAP) . 

Dalam pemeriksaan suatu perkara jaksa akan mengajukan bukti-bukti 

tentang kesalahan dari terdakwa. 

Hakim 

Unw k mengadakan suatu pemeriksaan seluruhnya akan tergantung 

kepada hakim, apakah hakim menjatuhkan hukuman kepada tersangka atau tidak. 
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Hakim akan berada pada posisi sebagai penengah dati pihak ~pihak yang 

berperkara, dimana hakim akan mengajukan penilaian kepada alat-alat bukti yang 

digjukar. c!eh J3ksa Penuntut Umum, demikian juga terhedap pembelaan yar.g 

diajukan ole!": penasehat hukum terhadap perkara terdakwa tersebut. 

Jadi dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui pihak-pihak yang hadir 

dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri. 

B. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Rumah Tahanan Negara 

Dalam Memberikan Peranan Pemeriksaan Perkara Pidana 

Dalam melaksanakan tugasnya maka Rumah Tahanan Negar~ memiliki 

permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena dapat 

beriungsi sebagai suatu bentuk pencapaian tujuan maupun tugas-tugas da!i 

Rumah Tahanan Negara. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 

1. Pol a dan T ata Letak Bangunan. 

Bangunan Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan perlu Jebih 

disempurnakan sebagai suatu tempat penahanan, karena pola dan tata letak 

bangunan merupakan faktor yang sangat penting guna mendukung tugas

tugas dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, sesuai dengan 

keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01 .PL.01.01 Tahun 

1985 tanggal 11 April 1985. 

2. Strui<:tur organ!sasi. 

Untuk kelancar;; n tugas-tugas Rumah T ahanan Negara T anjung Gusta Medan 

perlu dijalin hubungan ke~a dengan jalur-jalur pemerintah. Hendaknya dapat 
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dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja 

berjalan dengan lancar, dimana setiap petugas harus mengerti dan dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung !awabnya · 

masing-masing. Namun demikian disiplin/penerapan struktur organisasi 

hendaknya tidak menjadi tugas-tugas menjadi terhalang, disini perlu suatu 

kebijaksanaan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. 

3. Kepemimpinan Kepala Rumah Tahan~m Negara Tanjung Gusta Medan 

Kepemimpinan kepala Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan harus 

mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinan mampu mendorong 

motivasi kerja bawahannya, membina dan menetapkan disipiin, tanggung 

jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Kemampuan profesional dan 

integritas morallsebagai kepala , pimpinan benar-benar menjadi pendukung 

sekaligus menjadi teladan dan panutan bagi bawahannya sehingga tugas

tugas dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan dapat terlaksana 

dengan baik. 

4. Kwalitas dan kwantitas petugas. 

Kwalitas petugas sangat berperan dalam menjawab tantangan dan masalah

masalah yang selalu ada dan muncul dalam lingkungan Rumah Tahanan 

Negara Tanjung Gusta Medan , di samping pengawasan terhadap tugas-tugas 

yang rutin , namun demikian, j ika jumlah petugas lembaga kurang , dapatlai1 

kiranya dengan peningka1an kwalitas dan pengorganisasian yang rapi 

sehiii9ga tid2k menjadi pc:nghalang dalam tugas-tugas Rumah Tahanan 

Negara Tanjung Gusta Medan . 
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5. Manajemen 

Berhasil tidaknya tugas-tugas Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan 

adalah di tangan Kepala Pimpina, sebagai manajemen. bagaimana cara 

pengelo~aan administrasi di l!ngkungan Rumah Tahanan Negara Tanjung 

Gusta Medan , mutu kepemimpinan, adalah faktor yang menentukan. Dalam 

hal ini perlu dikaji terus-menerus mengenai fungsi manajemen sesuai dengan 
. 

kebutuhan dan kondisi Indonesia. Diusahakan pengelolaan administrasi 

terlaksana den~an tertib dan lancar. 

6. Sarana/fasilitas. 

Kekurangan sarana dan fasilitas dalam jumlah maupun mutu menjadi 

penghalang dalam rangka kelancaran tugas-tugas Rumah Tahanan Negara 

Tanjung Gusta Medan . Namun begitu kepala Rumah Tahanan Negara 

Tanjung Gusta Medan sebagai pengendali rumah tangga lembaga berusaha 

mengatasi dan mendayagunakan sarana dan fasilitas yang ada secara optimal 

di lingkungan lembaga ini sesuai dengan jumlah tahanan . Dengan metode 

peningkatan kwalitas dan ragam program maka sarana dan fasilitas yang ada 

selama ini perlu lebih ditingkatkan. 

C. Aktivitas-Aktivitas Rumah Tahanan Negara Sebagai Suatu Sistem 

Peradilan 

Dalam menjalanke:l fungsinya Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta 

Medan sebagai suatu sub si:Stem peradilan yang ber!angsung di wilayah kerjanya 

maka sebuah rumah tahanan negara selain memiliki aktivitas sebagai suatu 
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tempat pelaksanaan pemeriksaan bagi para tahanan yang dituduhkan melakukan 

suatu perbuatan pidana juga aktivitas-aktivitas lainnya, yang mana tujuan dari 

aktivitas tersebut selain untuk mengisi waktu bagi para tar,anan juga merupakan 

suatu sarana dalam pelaksanaan pembinaan para tahanan. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara 

Tanjung Gusta Medan pada dasarnya meliputi : 

1. Kegiatan pembinaan Mental dan spritual. 

Pelaksanaan kegiatan mental dan spritual ini dilakukan berupa memberikan 

• 
penyuluhan agama kepada para tahanan maupun narapidana yang ada di 

Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan . Kegiatan penyuluhan agama 

ini dilaksanakan pada pagi hari sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. 

2. Kegiatan olah raga. 

Kegiatan olah raga ini meliputi senam kesegaran jasmani, olah raga, baik voly, 

tenis meja, bulu tangkis yang dilakukan pada pagi hari. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas pada dasarnya dilakukan oleh 

Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan sepanjang tidak mengganggu 

proses pemeriksaan terhadap seorang tahanan yang dalam proses persidangan 

atau dalam proses penyidikan karena padanya telah dituduhkan melakukan suatu 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka Rumah Tahanan Negara 

ditopang oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana de>n prasarzna tersebut 

adalah : 

1. Sarana bangunan pendukung. 
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Sarana bangunan pendukung yang dimiliki Rumah Tahanan Negara Tg. Balai 

Karimun memiliki 9 buah blok, yang terdiri dari 1 0 buah kamar. Setiap kamar 

dihuni oleh 7 sampai 10 orang tahanan dan pada setiap kamc::r tersedia ter.-'pat 

tidur yang terbL.:3t dari papan triplek dan tikar serta banta I. · 

Pada setiap karnar tersebut juga disediakan 1 buah kamar mandi dan juga alat 

penerangan lampu listrik. Dan untuk kepentingan pengamanan Rumah 

Tahanan negara Tanjung Gusta Medan maka pada setiap kamar terdapat alat 

kunci berupa gembok sebanyak 3 buah gembik untu~ tiap-tiap kamar. 
• 

2. Sarana ibadah di Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan. 

a. 1 buah t-?.r:gunan mesjid yang dilengkapi dengan alat-alat untuk 

melaksana!-:an ibadah sholat dan taman bacaan AI-Qur'an. 

b. 1 buah bangunan gereja , 

c. 1 buah bang~man kuil. 

3. Untuk pemeriksaan kesehatan Rumah Tahanan klas I Tanjung Gusta Medan 

memiliki 1 (satu) buah Poliklinik Rumah Tahanan yang dikelola oleh 1 (satu) 

orang Ookter Rumah Tahanan . 

4. Sarana olah raga : 

a. 1 buah lapangan volley lengkap dengan peralatannya, 

b. 9 buah tenis meja lengkap dengan peralatannya yang ditempatkan di tiap-

tiap blok hunian. 

c. 1 buah lapangan bulu tangkis lengkap dengan peralatanny3. 

Selain melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana d!s~uuikan di atas 

serta meletakkan fungsi Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan sebagai 
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1. Rumah tahanan negara adalah suatu tempat bagi orang-orang yang 

ditahan secara sah oleh plhak yang berwenang, dan juga tempat bagi 

terpidana penjara dengan masa pidana tertentu. Sedangkan fungsi dari 

rumah tahanan negara itu sendiri adalah tempat untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

2. Rumah Tahanan Negara sebagai suatu terr.;::;at penahanan memiliki tugas

tugas dan kewajiban yang secara teratur c.iibuat di dalam petunjuk tehnis 

Rumah Tahanan Negara tersebut. Sehingga dari pelaksanaan tugas-tugas 

tersebut Rumah Tahanan Negara memiliid hak tersamar dari para 

tahanannya yaitu tahanan harus mematuhi scgala peraturan yang dibuat 

dan dibertakukan di dalamnya. 

B. Saran 

1. Pemerintah melalui Departemen Kehakiman hendaknya dapat 

memperhatikan sarana ·dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah Rumah 

T aha nan Negara sehingga dengan melengkapi sarana dan prasarana 

tersebut maka tugas-tugas Rumah T ahanan Negara akan dapat dicapai 

secara maksimal. 
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d!mana Rurnah Tah8r'ian Negara sangat mer;dukung terjadinya 

pemeriksaan untuk mencapai kepastian hukum. 

5. Permasalahan-permasaiahan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara 

dalam segi prinsipnya hanya pada hal pokok tentar.9 sarana dan fasilitas 

yang dipergunakan di dalam menjalankan tugas-tugasnya . Sedangkan 

permasalahan lainnya adalah dalam bentuk manajerial seperti 

kepemimpinan , struktur organisasi dan juga pengelolaan manajemen . 

B. Saran - Saran 

1. Pemerintah meialui Oepartemen Kehakiman hendaknya dapat 

memperhatikan sarana dan fasilitas yang dimiliki oish sebuah Rumah 

T aha nan Negara sehingga dengan melengkapi saran a dan prasarana 

tersebut maka tugas-tugas Rumah Tahanan Negare> akan dapat dicapai 

secara maksimal. 

2. Kepada Rumah Tahanan Negara khususnya para petugas hendaknya 

dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan sehingga tidak merugikan tahanan itu sendiri . 

3. Tahanan yang ditempatkan di dalam sebuah Rumah Tahanan Negara 

hendaknya dapat memberikan kerjasama yang baik dalam proses 

pemeriksaan maupun juga sewaktu berada di Rumah Tahanan Negara 

sehingge> dengan demikian akan dapat mendukung tugas-tugas dari 

Rumah Tahanan Negara itu sendiri . 
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:<:8iJQc;a Ruma' _ Ta' anan Negara khususnya para petugas hendaknya 

dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana ditentukan ole 

peraturar. sehingga tidak merugikan tahanan itu sendiri . 

3. Tahanan yang drtempatkan di daia1r1 sebuah Rumah Tahanan Negara 

hendaknya dapat memberikan kerjasama yang baik dalam proses 

pemeriksaan maupun juga sewaktu berada di Rumah Tahanan Negara 

sehingga dengan demikian akan dapat mendukung tugas-tugas dari 

Rumah Ta ana i, egara itu sendiri. 
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